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ABSTRAK 

  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.09 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Tahun 2011-2030, menjelaskan bahwa sebagian Kecamatan Banguntapan, Kecamatan 

Kasihan, dan Kecamatan Sewon termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang mempunyai 

fungsi sebagai kawasan permukiman bagi perkotaan Yogyakarta. Perkembangan permukiman 

yang tidak dilakukan perencanaan yang baik menyebabkan masalah kawasan permukiman 

kumuh pada wilayah pinggiran perkotaan.  

Perencanaan dan pengendalian permukiman harus dilakukan. Penelitian bertujuan 

untuk memproyeksi luas lahan permukiman dan arah perkembangan permukiman Kawasan 

Perkotaan Yogyakarta (KPY) di Kabupaten Bantul Tahun 2039. Wilayah penelitian mencakup 

3 kecamatan yang termasuk dalam KPY Kabupaten Bantul, yaitu Kecamatan Banguntapan, 

Kasihan, dan Sewon. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis 

deskriptif kuantitatif dan pemetaan. Variabel yang digunakan meliputi variabel kependudukan, 

penggunaan lahan dan sarana prasaranan permukiman. Cakupan analisis yang dilakukan 

meliputi proyeksi penduduk, proyeksi unit rumah berimbang (1:2:3), proyeksi luasan 

kebutuhan lahan serta analisis arah perkembangan permukiman. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi luas lahan permukiman dalam kurun 

waktu 20 tahun mendatang hingga tahun 2039 akan meningkat. Kecamatan Banguntapan, 

Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Sewon memiliki total kebutuhan luas lahan permukiman 

2.505.670 m2 atau 250,6 ha dan atau 2,8% dari total luas lahan wilayah penelitian. Adapun 

proyeksi jumlah rumah sebanyak 47.324 unit rumah di Kecamatan Banguntapan, 41.902 unit 

rumah Kecamatan Kasihan, dan 38.002 unit rumah di Kecamatan Sewon. Persentase terbesar 

dan terkecil desa memiliki luasan penggunaan lahan terbangun tahun proyeksi 18%-100%. 

Peningkatan kebutuhan luas permukiman sebesar 2%-4%. Kecamatan Banguntapan dan 

Kecamatan Kasihan memiliki persentase kebutuhan rata-rata 4% sedangkan Kecamatan Sewon 

memiliki rata-rata 3% dari total luas lahan. 
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ABSTRACT 

  

Regional Regulation of Bantul Regency No.09 of 2011 concerning Spatial Planning for 

2011-2030 explains that some of Banguntapan, Kasihan, and Sewon Subdistricts are included 

in the Yogyakarta Urban Area which has a function as a residential area for urban Yogyakarta. 

The development of settlements that are not carried out with good planning causes problems 

in slum areas in urban suburbs. 

Settlement planning and control must be carried out. This study aims to project the area 

of residential land and the direction of development of the Yogyakarta Urban Area (KPY) 

settlements in Bantul Regency in 2039. The research area covers 3 sub-districts included in 

the KPY of Bantul Regency, namely Banguntapan, Kasihan, and Sewon Districts. This research 

uses quantitative descriptive method with quantitative descriptive analysis and mapping. The 

variables used include population variables, land use and residential infrastructure. The scope 

of the analysis includes population projections, balanced housing unit projections (1:2:3), 

projections of the area of land requirements and analysis of the direction of settlement 

development. 

The results show that the projected area of residential land in the next 20 years to 2039 

will increase. Banguntapan, Kasihan, and Sewon sub-districts have a total land area of 

2,505,670 m2 or 250.6 ha and or 2.8% of the total land area of the study area. The projected 

number of houses is 47,324 housing units in Banguntapan District, 41,902 housing units in 

Kasihan District, and 38,002 housing units in Sewon District. The largest and the smallest 

percentages of villages have an area of built-up land use in the projected year of 18%-100%. 

Increased need for residential area by 2%-4%. Banguntapan and Kasihan sub-districts have 

an average need percentage of 4% while Sewon sub-district has an average of 3% of the total 

land area. 
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